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PUTUSAN

Nomor 4172/Pdt.G/2024/PA.Krw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

P, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,

pendidikan  SLTA,  tempat  kediaman  di  Perum   ,

Kecamatan  Cikampek,  Kabupaten  Karawang.,  Jawa

Barat sebagai  Penggugat;

melawan

T umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan

Swasta, tempat kediaman di bertempat tinggal di rumah

kontrakan  (bapak  xa)  di  Dusun    Timur,  Kecamatan

Cikampek, Kabupaten Karawang.,Jawa Barat  sebagai

Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Desember 2024

telah  mengajukan  permohonan  Cerai  Gugat,  yang  telah  terdaftar  di

Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Karawang,  dengan  Nomor

4172/Pdt.G/2024/PA.Krw, tanggal 04 Desember 2024,  dengan dalil-dalil pada

pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa  Penggugat  telah  menikah  dengan  Tergugat  secara  sah

menurut hukum Islam pada tanggal 02 September 2012 di wilayah Kantor

Urusan Agama Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang, dengan bukti

Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat

bertempat  tinggal  bersama terakhir  di  rumah kediaman milik  orangtua
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Penggugat  di  Perum Grand Lucky Dawuan Blok M7, RT 001/ RW 016,

Desa Pawarengan, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang;  

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan telah

berhubungan  layaknya  suami  istri,  dan  telah  dikaruniai  1  (satu)  orang

keturunan Bernama z, NIK 3175043105131004, laki-laki, lahir di Jakarta, 31

Mei 2013, umur 11 tahun, Pendidikan Sd, ikut Penggugat;  

4. Bahwa antara  Penggugat  dan Tergugat  sejak  bulan  Juni  2022

sudah  tidak  harmonis  lagi  dalam  menjalani  hidup  berumah  tangga

dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan

dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena;     

4.1. Tergugat  memiliki  kebiasaan yang  kurang baik,  Tergugat

candu main judi online, hal tersebut membuat rumah tangga menjadi

tidak nyaman;  

4.2. Tergugat kurang terbuka terkait  keuangan rumah tangga,

Tergugat  diketahui  memiliki  pinjaman  uang  online  tanpa

sepengetahuan  Penggugat,  hal  tersebut  membuat  rumah  tangga

sering terlibat perselisihan hebat;  

5. Bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah

pernah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;  

6. Bahwa keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat

telah berlangsung lama. Penggugat berusaha sabar, tetapi Tergugat tidak

berusaha  berubah  dan  merubah  sifatnya.  Oleh  karena  itu  Penggugat

merasa tidak nyaman berumah tangga dengan Tergugat. Puncaknya pada

bulan Juni 2023 Tergugat pergi dari rumah kediaman milik orangtua

Penggugat ke rumah kontrakan yang sesuai dengan alamat Tergugat

diatas, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat

tinggal  dan tidak  lagi  bergaul  layaknya  suami  istri.  Dimana sekarang ini

Penggugat  tinggal  di  rumah  kediaman  milik  orangtua  Penggugat

sedangkan Tergugat tinggal di rumah kontrakan;  

7. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas, rumah tangga antara

Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak  dapat  dibina  lagi  dengan  baik,

sehingga  rumah  tangga  yang  sakinah,  mawaddah,  dan  rahmah  tidak

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor 4172/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tercapai,  dan  oleh  kerena  itu  untuk  menghindari  permasalahan  rumah

tangga  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  yang  tidak  kunjung  selesai,

maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas

hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga 

8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya yang timbul

akibat perkara ini menurut hukum;  

      Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut  diatas,  Penggugat  mohon

kepada  Majelis  Hakim  Pengadilan  Agama  Kelas  IA  Karawang  yang

memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini  berkenan  untuk  memutus  dengan

amar sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat. 

2. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  sughro  dari  Tergugat  (T)  kepada

Penggugat (P). 

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum. 

  SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Karawang berpendapat

lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa  pada  persidangan  yang  telah  ditetapkan  Penggugat  telah

datang  menghadap  di  persidangan,  sedangkan  Tergugat  tidak  datang

menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

sebagai  wakil/kuasanya  yang  sah,  meskipun  berdasarkan  surat  panggilan

(relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi

dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut

disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk

tidak  bercerai  dengan  Tergugat,  tetapi  Penggugat  tetap  pada  dalil-dalil

Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah

datang  menghadap  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,

selanjutnya  dimulai  pemeriksaan  dengan  membacakan  surat  gugatan

Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;
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Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotocopi Kutipan Akta Nikah, Nomor xxxx September 2012 yang

diterbitkan  oleh  Kantor  Urusan  Agama  KUA  Kotabaru  Kabupaten

Karawang Provinsi Jawa Barat   Bukti surat tersebut telah diberi materai

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti

P); 

B. Saksi:

1. saksi,  dibawah  sumpah  menerangkan  pada  pokoknya  sebagai

berikut :

- Bahwa saksi adalah bibi Penggugat dan kenal Tergugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwa  setelah  menikah  keduanya  tinggal  dirumah  orang  tua

Penggugat;

- Bahwa saksi pernah melihat keduanya bertengkar;

- Bahwa sejak bulan Juni 2023 Penggugat dengan Tergugat sudah

pisah rumah sampai sekarang;

- Bahwa  pihak  keluarga  pernah  menasehati  Penggugat,  tetapi

Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat karena Tergugat sudah

tidak bertanggung jawab;

2. saksi,,  dibawah  sumpah  menerangkan  pada  pokoknya  sebagai

berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan kenal Tergugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwa  setelah  menikah  keduanya  tinggal  dirumah  orang  tua

Penggugat;

- Bahwa saksi pernah melihat keduanya bertengkar;

- Bahwa sejak bulan Juni 2023 Penggugat dengan Tergugat sudah

pisah rumah sampai sekarang;
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- Bahwa  pihak  keluarga  pernah  menasehati  Penggugat,  tetapi

Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat karena Tergugat sudah

tidak bertanggung jawab;

   Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana

tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang

termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;

                PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan secara resmi dan

patut  untuk datang menghadap di  persidangan yang telah ditentukan,  tetapi

Tergugat  tidak  datang  menghadap  atau  menyuruh  orang  lain  untuk  datang

menghadap sebagai kuasanya, dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu

disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan

tidak hadir, dan selanjutnya perkara ini akan diputus tanpa kehadiran Tergugat,

hal ini sesuai dengan Pasal 125 dan 126 HIR; 

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Tergugat  tidak  pernah  datang

menghadap di persidangan yang telah ditentukan, maka mediasi tidak dapat

dilaksanakan; 

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 Ayat (1 dan 4)

Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  yang  telah  diubah  dengan  Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Nomor  50  Tahun  2009,  maka  pada  setiap  kali  sidang  Majelis  Hakim  telah

menasehati Penggugat  agar rukun lagi dan membina ranjang tangga secara

baik  dengan  Tergugat,  tetapi  tidak  berhasil,  karena  Penggugat  tetap

berkeinginan untuk bercerai dari Tergugat ; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. , maka terbukti, bahwa antara

Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah yang pernikahannya

telah  dilaksanakan  menurut  hukum  Islam,  oleh  karena  itu  Penggugat  telah

memenuhi  syarat  kedudukan  hukum  (legal  standing)  untuk  mengajukan
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gugatan cerai ini sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, Pengadilan Agama

Karawang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara

a quo; 

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah

bahwa  Penggugat  mohon  agar  diceraikan  dari  Tergugat  dengan  alasan

Penggugat  dan  Tergugat  telah  terjadi  pertengkaran  yang  sudah  sulit  untuk

dipersatukan lagi karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir;

Menimbang,  bahwa  saksi-saksi  Penggugat  adalah  bukan  orang  yang

dilarang  untuk  menjadi  saksi,  telah  memberikan  keterangan  di  depan

persidangan  dengan  mengangkat  sumpah,  oleh  karena  itu  telah  memenuhi

syarat formil saksi;

Menimbang,  bahwa  materi  dari  keterangan  saksi-saksi  Penggugat

tersebut pada pokoknya sebagai berikut : 

 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

 Bahwa saksi mengetahui keduanya pernah bertengkar;

 Bahwa sejak bulan Juni 2023 Penggugat dengan Tergugat

sudah pisah rumah;

 Bahwa keluarga sudah menasehati Penggugat, tapi tetap

pada pendiriannya untuk berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa materi  keterangan saksi-saksi  tersebut didasarkan

atas pengetahuan sendiri, keterangan tersebut antara yang satu dengan yang

lain  saling  bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara,  oleh  karena itu

telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat telah memenuhi

syarat formil dan materiil saksi, berdasarkan Pasal 170 dan 171 ayat (1) HIR,

maka kesaksian tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan alat-alat bukti Penggugat

tersebut di atas, dan tidak adanya bantahan dari Tergugat, maka telah dapat
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ditemukan fakta  hukum bahwa Penggugat  dengan Tergugat  sudah berpisah

tempat tinggal sejak bulan Juni 2023 sampai sekarang,  

Menimbang,  bahwa  apabila  suami  istri  terjadi  perselisihan  dan

menyebabkan  pisah  tempat  tinggal  dan  tidak  ada  komunikasi  lebih  dari  6

(enam)  bulan  seperti  yang  terjadi  dalam  perkara  ini,  maka  rumah  tangga

mereka  telah  pecah  dan  permohonan  cerai  telah  memenuhi  ketentuan

peraturan  dan  perundangan  yang  berlaku  sesuai  Yurisprudensi  Putusan

Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, jo SEMA

RI Nomor 3 Tahun 2023, tentang pemberlakukan Rumusan Hasil Rapat Pleno

Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2023;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka rumah tangga Penggugat

dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai

suami  istri  lagi  dan  pula  tidak  mungkin  dapat  disatukan  kembali  untuk

membentuk  rumah tangga  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan

Yang Maha Esa dan tidak mungkin pula untuk dapat mewujudkan kehidupan

rumah  tangga  yang  sakinah,  mawaddah,  dan  rahmah  sebagaimana  tujuan

perkawinan yang ditentukan oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;  

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut

diatas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian

sebagaimana maksud isi  Pasal  19 huruf  (f)  Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan pula sesuai

dengan  ketentuan  dalam  Kitab  Ghoyatul  Marom  Li  Syaikhil  Majdi,  yang

berbunyi : 

 

Artinya:  “Jika istri  sudah sangat benci terhadap suaminya maka Hakim dapat

menjatuhkan talak suami terhadap istrinya.”

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas

dan tidak kehadirannya Tergugat  walaupun sudah dipanggil  secara sah dan

patut, maka Majelis Hakim berpendapat, telah terdapat cukup alasan menurut
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hukum  untuk  mengabulkan  gugatan  Penggugat  dengan  verstek,(Pasal  125

HIR) dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat; 

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  termasuk  dalam  bidang

perkawinan,  berdasarkan Pasal  89  ayat  (1)  Undang-Undang 7 Tahun 1989,

maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 125 dan 126 HIR serta ketentuan dalil syar'i yang

berkaitan dengan perkara ini ;

                            MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil  secara resmi dan patut

untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;  

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;  

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (T) kepada Penggugat

(P);  

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

yang hingga saat  ini  sejumlah Rp 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu

rupiah).  

       Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim yang dilangsungkan pada hari  Senin tanggal 6 Januari  2025 Masehi,

bertepatan dengan tanggal 6 Isra Mi`raj 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Abu

Aeman, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. A. Syuyuti, M. Sy. dan  dan

Muhammad  Siddik,  S.  Ag.,  MH., masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

juga,  oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan

dibantu oleh Nove Ratnawati,  SH sebagai  Panitera Pengganti,  serta  dihadiri

oleh Penggugat dan tampa hadirnya Tergugat  ; 

Ketua Majelis,

Drs. H. Abu Aeman, S.H., M.H.
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Hakim Anggota,

Drs. H. A. Syuyuti, M. Sy.

Hakim Anggota,

Muhammad Siddik, S. Ag., MH
Panitera Pengganti,

Nove Ratnawati, SH

Perincian biaya :

1.  Pendaftaran Rp  30.000,00
2.  Proses Rp  100.000,00
3.

   4.

 Panggilan Penggugat

 Panggilan Tergugat

Rp 0,00

Rp 60.000,00
5.

6.

Biaya PNBP Penyerahan

Panggilan Pertama Penggugat

Biaya PNBP Penyerahan

Panggilan Pertama Tergugat

Rp.  10.000,00

Rp.  10.000,00

7.  Redaksi Rp 10.000,00
8.  Meterai Rp 10.000,00

    Jumlah Rp 230.000,00
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